
 
 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA            

TAHUN 2016 NOMOR 20 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 12 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG PELAYANAN PUBLIK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANJARNEGARA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti 

hasil klarifikasi  Gubernur Jawa Tengah 
tanggal 16 Maret 2015 Nomor 180/002801 
perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara, sehingga 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014 
tentang Pelayanan Publik perlu untuk 
diubah; 
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  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 
2014 tentang Pelayanan Publik; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Djawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4289); 
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  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Badan Usaha Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4297); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5394); 
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  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 
1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Peran Serta Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3866); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 
2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
215, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357); 
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  16. Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
190); 

  
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan 

BUPATI BANJARNEGARA 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2014 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 190) 
diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 55 dihapus, sehingga Pasal 55 menjadi sebagai 

berikut : 
  

Pasal 55 
 
Dihapus. 
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2. Ketentuan Pasal 56 dihapus, sehingga Pasal 56 menjadi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 56 

 
Dihapus. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 14-10-2016 
BUPATI BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 
SUTEDJO SLAMET UTOMO 

 
 
 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2016 NOMOR 20 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (20/2016) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI 
Pembina  

NIP. 19721030 199703 1 003 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 14-10-2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA 

Cap ttd, 
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 



 7 

PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 12 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2014 
 TENTANG PELAYANAN PUBLIK 

 
I. UMUM 

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan 
publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Banjarnegara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.  

Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah 
diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana 
dinyatakan dalam surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 16 
Maret 2015 Nomor 180/002801 perihal Hasil Klarifikasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara, dengan klarifikasi 
pada Pasal 56 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa 
Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 
2014 tentang Pelayanan Publik. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
 
 Pasal I 
  Pasal 55 
    Cukup jelas. 
  Pasal 56 
   Cukup jelas. 

Pasal II 
  Cukup jelas. 
 
 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 222 

 




